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ABSTRAK

Pidana kerja sosial diterjemahkan dari bahasa inggris dengan istilah
Community Service Order. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana
pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang
ditentukan. Jadi, pidana kerja sosial merupakan suatu pidana yang dikenakan
kepada para pelaku kejahatan dengan melakukan suatu pekerjaan atas kebijakan
pengadilan atau lembaga yang berwenang, dengan memperhatikan kriteria atau
syarat-syarat tertentu seperti pelaku haruslah cakap atau mampu melakukan
pekerjaan tersebut dan berusia minimal 16 tahun. Di Indonesia, Pidana kerja
sosial telah dirumuskan dalam pasal 66 Rancangan Undang-undang KUHP
sebagai salah satu pidana pokok. Didalam pasal 85 dan 88 RUU KUHP tersebut,
Pidana kerja sosial dirumuskan sebagai Pidana Pengganti Denda kategori I dan
pidana pengganti bagi pelaku yang dijatuhi pidana penjara kurang dari 6 (enam)
bulan. Namun demikian, pengaturan pidana kerja sosial dalam RUU KUHP
Indonesia masih dibutuhkan pembenahan-pembenahan guna menyempurnakan
agar prospek penerapan pidana kerja sosial kedepan dapat diterapkan dengan baik.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah, penelitian pustaka
(library research) dengan berdasarkan studi kepustakaan, dan pendekatan yang
penyusun gunakan adalah pendekatan normatif. sedangkan metode analisis yang
digunakan adalah depskriptif-komparatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pidana kerja sosial perlu
dikembangkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Karena, pidana
kerja sosial memenuhi unsur-unsur pembinaan dan memberikan pelindungan
kepada masyarakat. Menurut teori pemidanaan, Pidana kerja sosial sesuai dengan
tujuan teori pemidanaan, karena pidana kerja sosial memenuhi unsur-unsur
pembinaan, menegakkan norma sosial masyarakat sehingga kelak dapat
mengurangi kejahatan, dan memberikan pelindungan kepada masyarakat. begitu
juga menurut Maqasid Syariah. Karena adanya hukuman yang diberikan
diprediksi mampu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam
kehidupan manusia. Dari kedua teori tersebut, terdapat persamaan dan
perbedaan : persamaan keduanya memiliki nilai dan tujuan yang sama, yakni
dalam penerapan pidana kerja sosial, terdapat nilai-nilai yang sangat penting dari
teori pemidanaan, yakni rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi. Hal ini sesuai
dengan nilai-nilai yang ada dalam Maqasid Syariah, yaitu memelihara jiwa, dan
memelihara akal. Namun perbedaannya, terdapat dalam Magqasid Syariah, tidak
mengenal ada nya jangka waktu dalam pemidanaan yang diatur dalam pidana
kerja sosial.

Keyword : Magasid Syariah, Pidana Kerja Sosial, Teori Pemidanaan.
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PEDOMAN TRANLITERASI ARAB -LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No:

158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
i Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- B’ B Be
- Ta’ T Te
< sa’ S es (dengan titik di atas)
C Jim J Je
ha (dengan titik di

C Ha' H bawah)

t Kha' Kh ka dan ha

> Dal D De

> Zal Z Zet (dengan titik di atas)
J Ra' R Er

) Zai V4 Zet
o Sin S Es
S Syin Sy es dan ye




es (dengan titik di

sad S bawah)
De (dengan titik di
Dad D bawah)
I Te (dengan titik di
Ta’ T bawah)
- Zet (dengan titik di
za' Z bawah)
i— '‘Ayn e koma terbalik di atas
Gayn G Ge
< Fa’' E Ef
© Qar Q Qi
5
9 Kaf K Ka
J Lam L El
¢ Mim M Em
© Niin N En
J Waw w We
o _
Ha' H Ha
£ Hamzah e Apostrof
& Ya Y Ye




B. Konsonan rangkap karena fasydid ditulis rangkap:

il ditulis muta‘agidin

w

s ditulis ‘ iddal

C. 74’ marbiitah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

-

4P ditulis Hibah

‘UJ’ ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya,

kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

Al dons ditulis ni'matullah

j]a.é.\\ 3\5} ditulis Zakat al-fitri

D. Vokal pendek

(fathah) ditulis a contoh S Pad ditulis daraba
(kasrah) ditulis i contoh ("/@ ditulis fahima
(dammah) ditulis ucontoh “"; ditulis kutiba

E. Vokal panjang:
1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)

ddalr ditulis Jahiliyyah

2. fathah + alif magqsur, ditulis a (garis di atas)



Xi

Ca] ditulis yast
3. kasrah + ya mati, ditulis T (garis di atas)
s ditulis Majid
4. dammah + wau mati, ditulis 0 (dengan garis di atas)
P st ditulis funid
F. Vokal rangkap:
1. fathah + ya mati, ditulis ai
('g"'d ditulis baynakum
2. fathah + wau mati, ditulis au
Jﬁs ditulis Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof.
ol ditulis a'antum
s ditulis u'iddat
g‘ Jg-:‘ uﬂ Ditulis la'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

o\,aj\

ditulis

al-Quran

da\.ﬁ\

-

ditulis

al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

:.S‘

ditulis

asy-syams

s Lowd!

ditulis

as-sama’




I. Huruf besar

Xii

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD)
J. Penulisan  kata-kata  dalam  rangkaian = kalimat  dapat  ditulis
menurut penulisannya
P A &3 ditulis Jawi al-furid
Bl J‘h ‘ ditulis Ahl as-sunnah
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah efektifitas pidana penjara menjadi pusat perhatian Kongres PBB
kelima tahun 1975 mengenai 7he Prevention of Crime and the Treatment of
Offenders. Mengenai efektifitas pidana penjara menimbulkan perdebatan yang
sengit dan banyak negara krisis kepercayaan terhadap pidana penjara dan ada
kecendrungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan
dalam menunjang pengendalian dan pengurangan kejahatan. Dalam salah satu
laporannya dinyatakan bahwa pengalaman penjara membahyakan sehingga
merusak atau menghalangi secara serius kemampuan si pelanggar untuk mulai
lagi ke keadaan patuh pada hukum setelah ia dikeluarkan dari penj ara.' Dengan
kata lain, efektifitas pidana penjara mempunyai dampak negatif .

Adanya dampak negatif dari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan
(penjara) khususnya pidana penjara jangka pendek yaitu stigma atau prisonisasi
yang berdampak panjang akibat menjalani hukuman tersebut, baik terhadap diri
pelaku maupun masa depannya.” Kemudian aspek lainnya, yaitu terampasnya

kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga tidak menutup

! Fifth United Nationas Congress on the Prevention of Crime and the Treatment for
Offender, “Report”, New York, No. 256, him. 32.

2 M.Abdul Khelig, Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Perampasan
Kemerdekaan (Pidana Penjara) jangka pendek, disampaikan dalam Forum Group Discussion
(FGD) Terbatas, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan informasi (P31),
Sekretariat jenderal DPR RI Jakarta bekerja sama dengan Departemen Pidana FH Ull, Yogyakarta,
22 April 2011, him. 5.



kemungkinan terjadinya praktik penyimpangan-penyimpangan seksual juga
dampak negatif dari sisi ekonomi keluarga yang ditinggal. Terutama pada pelaku
kejahatan yang merupakan tulang punggung keluarga karena kehilangan mata
pencahariannya yang dapat berdampak pula pada keharmonisan rumah tangga.’

Akibat-akibat negatif tersebut menjadikan keberadaan dan efektifitas
pidana perampasan kemerdekaan (penjara) tersebut banyak dikritik secara tajam.
Mulai dari kritik yang moderat dan kritik ekstrem. Kritik moderat pada intinya
masih mempertahankan pidana penjara, namun penggunaannya dibatasi,
sedangkan kritik ekstrem menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara.®
Hal tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh pengaruh paham determinisme
(orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan
karena dipengaruhi oleh watak pribadinya).

Maka diperlukan upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan tidak
hanya mengandalkan penerapan hukum pidana semata. Tetapi lebih melihat pada
akar atau sumber lahirnya kejahatan sebagai problem sosial, sehingga berbagai
kebijakan (sosial policy)bernuansa non penal approach sangat penting diterapkan.
> Upaya untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan atau
penjara tersebut bertolak dari suatu kenyataan, bahwa didalam perkembangannya

pidana perampasan kemerdekaan atau penjara semakin tidak disukai baik atas

¥ R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan di
Indonesia, Cet. Ke-1 (Bandung: Binacipta,1979), him.5-6.

* Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Cet. Ke-1, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2003), him. 33.

> M.Abdul Kholig, Pidana Kerja Sosial... him.5



pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas
pertimbangan ekonomis.® Alternatif-alternatif tersebut dapat berupa tindakan-
tindakan non-custodial. Salah satu bentuk tindakan non-custodial pada tahap
peradilan dan pemidanaan (¢rial and sentencing stage) dalam standart minimum
rules berupa pidana kerja sosial (community service order).”

Pidana kerja sosial diterjemahkan dari bahasa inggris dengan istilah
Community Service Order. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana
pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang
ditentukan.® Pidana ini merupakan jenis pidana yang pelaksanaannya di luar
lembaga (non custodial) dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial. Dalam
kamus hukum Oxford, pengertian dari Pidana Kerja Sosial (Community Service
Order) adalah :° “an order that requires an offender (who must condent and be
aged at least 16) to perform unpaid work for between 40 an 240 hours under the
supervision of probation officer. Such an order replace any other form of
punishment (e.g. imprisonment), it is usually based on a probation officer’s
report and carried out within 12 months (unless extended). Breach of the order
may be dealt with by fine or by revocation of the order and the imposition of any

punishment that could originally have been imposed for the oftence”

6Tongat, Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta:
Djambatan, 2001), him. 1.

" Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Cet. Ke-1, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2002), him.107-113.

8 Tongat, Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Djambatan,
Jakarta, 2002, him. 7.

% Dictionary of law, Oxford University Press, Market house books Ltd, 1997.



Jadi, pidana kerja sosial merupakan suatu pidana yang dikenakan kepada
para pelaku kejahatan dengan melakukan suatu pekerjaan atas permintaannya,
dengan kriteria atau syarat-syarat tertentu seperti pelaku haruslah cakap atau
mampu melakukan pekerjaan tersebut dan berusia minimal 16 tahun. Pekerjaan
yang dilakukan itu tidak dibayar (sukarela) dengan lamanya waktu bekerja antara
40-240 jam dibawah pengawasan. Pidana kerja sosial merupakan pidana
pengganti selain pidana penjara dan dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan,
setelah itu bisa ditambah kembali waktunya. Jika ada pelanggaran ketika
menjalankan pidana kerja sosial tersebut maka dapat digantikan dengan pidana
denda atau pidana lainnya."

Pidana kerja sosial (community service order) merupakan salah satu jenis
pidana yang berdasarkan kajian teoritis maupun praktis yang dilakukan oleh
Negara-negara eropa dapat menjadi alternatif dari pidana perampasan
kemerdekaan. Di Indonesia, Pidana kerja sosial (community service order) telah
dirumuskan dalam pasal 66 Rancangan Undang-undang KUHP sebagai salah satu
pidana pokok.'" Didalam pasal 85 dan 88 RUU KUHP tersebut, Pidana kerja
sosial dirumuskan sebagai Pidana Pengganti Denda kategori I dan pidana

pengganti bagi pelaku yang dijatuhi pidana penjara kurang dari 6 (enam) bulan. "2

'® Tongat, Pidana Kerja Sosial... him. 9,
1 RUU KUHP yang dimaksud adalah hasil Rancangan atau Konsep tahun 2015.

12 Sementara itu terjadi transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan
yang terjadi di dunia pada umumnya dari konsep retribusi kearah konsep reformasi ikut
mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi, semula
konsep pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan (punishment to punishment) telah
ditinggalkan dan muncul konsep baru yaitu konsep pembinaan (treatment philosophy).(Lihat:
Jimly Asshiddigie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia:Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana



Sampai awal abad ke-20 pidana kerja sosial'’ sebagai alternatif pidana
perampasan kemerdekaan masih sebagai kerja paksa (force labour) dengan ciri
work as penalty. Selanjutnya mulai dimodernisasi sebagai alternatif dari pidana
perampasan kemerdekaan sehingga dapat meninggalkan sifat kerja paksanya
seperti yang banyak diterapkan di negara-negara eropa dewasa ini sebagai
avoluntarily undertaken obligation, yaitu suatu kewajiban dari pekerjaan yang
telah ditetapkan didasarkan atas keinginan secara sukarela.'*

Filosofi pidana kerja sosial sesuai dengan norma Pancasila yang memuat
nilai-nilai, seperti nilai Ketuhanan, kemanusian, persatuan,
musyawarah/demokrasi, serta nilai-nilai keadilan, hal ini menjadi landasan dalam
penetapan kerja social sebagai alternatif pemidanaan. Pidana kerja sosial selaras
dengan sila kelima pancasila yaitu keadilan sisoal bagi seluruh rakyat Indonesia
yang didalamnya terkandung nilai kerja keras yang merupakan sarana untuk
menuju keadilan sosial. Selain itu, sesuai dengan sila kedua yang memiliki nilai-
nilai pengakuan terhadap martabat manusia, manusia dituntut berlaku adil dan
menghormati hak asasi manusia lainnya dan hal ini tampak dari terpidana yang

ditempatkan di tempat kerja sesuai dengan keterampilan dan bakat narapidana,

Dalam Tradisi Hukum Figh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUPH Nasional,
(Bandung: Angkasa, 1996), him. 161.)

3 Lahirnya pidana kerja sosial dilandasi dengan tidak efektifnya pidana perampasan
kemerdekaan yang ditunjukkan dengan beberapa data penelitian dengan efek negatif yang
dibawanya. Salah satu model pidana perampasan kemerdekaan adalah pidana penjara, dimana
pidana penjara menjadi sarana / alat utama dalam upaya menanggulangi kejahatan. Pidana penjara
menuai kritik dimana-mana karena efek negatif yang ditimbulkannya. R. M. Jackson
mengemukakan, berdasarkan hasil studi perbandingan efektifitas pidana, bahwa angka
perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (reconviction rate) bagi orang
yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia si pelaku.

 Tongat, Pidana Kerja Sosial dalam..., him. 15.



tidak merampas kemerdekaan narapidana dan dibimbing ke jalan yang lebih
benar oleh petugas yang berkompoten.'

Disisi lain terdapat perbincangan mengenai hukum Islam dalam konteks
perubahan sosial merupakan suatu kajian yang hingga kini masih sangat menarik
dan menjadi fokus perhatian tersendiri bagi umat Islam. Hal ini mengingat, Al-
Qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam, hanya mengungkapkan prinsip-
prinsip hukum secara umum, global, dan implisit, serta dengan jumlah ayat yang
sangat terbatas. Sementara pada sisi lain, problematika masyarakat selalu
berkembang dan berubah seiring dengan perubahan sosial yang terjadi, yang
kesemuanya perlu diatur dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Islam. '

Namun sangat disayangkan, diadopsinya pidana kerja sosial dalam
Rancangan KUHP Indonesia tidak disertai penjelasan yang cukup sehingga
menimbulkan banyak pertanyaan. Diantaranya, permasalahan akan muncul ketika
penjatuhan sanksi pidana kerja sosial hanya dirumuskan sebagai pidana
pengganti denda kategori I dan pidana pengganti bagi pelaku yang dijatuhi
pidana penjara kurang dari 6 (enam) bulan saja. Kemudian mengenai kualifikasi
delik-delik apa saja yang tepat dan proporsional untuk dijatuhkan dengan sanksi
tersebut dan apakah ada kemungkinan sanksi tersebut untuk dikenakan pada
delik-delik diluar rumusan yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP Indonesia

tersebut. Selain itu, bagaimanakah bentuk-bentuk pidana kerja sosial tersebut

> Widodo, sistem pemidanaan dalam cyber crime, cetakan pertama
(Yogyakarta:Laksbang Mediatama, 2009), him183.

1° Ahmad Mubaligh Dinamika Hukum Islam Dalam Konteks Perubahan Sosial, El-
Harakah. Vol.8. No.1. Januari-April 2006. h. 53.



dan apakah mekanisme penerapan dan pelaksanaan sanksi tersebut yang telah
diatur dalam RUU KUHP Indonesia saat ini sudah tepat atau belum jika ditinjau
dari segi kebijakan penalisasi. Dari masalah-masalah yang muncul diatas akan
dapat diketahui bagaimana prospek pidana kerja sosial sebagai bagian sanksi
hukum pidana dalam KUHP Indonesia mendatang.'’

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Kerja Sosial (Studi
Perbandingan Teori Pemidanaan Dan Magqasid Syariah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Pidana Kerja Sosial dalam perspektif teori

pemidanaan dan Maqasid Syariah ?

2. Bagaimana analisis perbandingan mengenai Pidana Kerja Sosial

dalam perspektif Teori pemidanaan dan Magqasid Syariah?
C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan ketentuan Pidana Kerja Sosial dalam perspektif teori

pemidanaan dan Maqasid Syariah.

2. Menganalisa perbandingan mengenai Pidana Kerja Sosial dalam

perspektif Teori pemidanaan dan Maqasid Syariah.

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

7 Lihat: Muhammad Fajar Mulyatno, Pidana Kerja Sosial ... him. 7



1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman
tentang Pidana Kerja Sosial dalam Teori Pemidanaan dan Magqasid
Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang berkaitan.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi
bagi akademisi maupun praktisi, baik dari Fakultas Syariah dan

Hukum, maupun di luar lingkup Fakultas Syariah dan Hukum.

D. Kajian Pustaka

Sampai saat ini, telah cukup banyak penelitian yang dilakukan mengenai
pidana kerja sosial melalui pendekatan hukum. Maka, untuk menghindari hal —
hal yang tidak diinginkan terutama terkait plagiasi, peneliti telah melakukan
beberapa kajian terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya. Adapun karya
ilmiah yang peneliti jadikan sebagai Teori dalam penelitian ini yang berkaitan
dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, artikel jurnal dengan judul “Hazairin dan Penghapusan Pidana
Penjara Pendek” oleh Ninik Zakiyah yang diterbitkan dalam jurnal A/-Ahkam,
Vol. 26 No. 02 tahun 2016."® Jurnal ini membahas bahwa pemikiran Hazairin
tentang ketidak efektifan pidana penjara pendek di Indonesia dan kemungkinan
penggantian pidana penjara jangka pendek dengan hukuman yang bersifat sosial.

Menurut Hazairin, sanksi pidana pendek tidak efektif memberi jera, bahkan dapat

'8 Ninik Zakiyah “Hazairin dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek”Jurnal Al-Ahkam,
Vol. 26 No. 02. Tahun 2016.



menimbulkan stigma dan akibat-akibat negatif, seperti narapidana akan menjadi
lebih jahat setelah keluar dari penjara, sehingga masyarakat akan menolak
kehadiran mantan narapidana, oleh Hazairin menawarkan pidana penjara diganti
dengan hukuman yang bersifat sosial atau pidana adat, alternatif lainnya ialah
hukum Islam. Ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun yang
terfokus kepada penerapan sanksi Pidana Kerja Sosial dalam Teori
Pemidanaan dan Magqgasid Syariah.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fajar Septiano yang
berjudul “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek”
dari Jurnal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan." Menerangkan bahwa
terdapat sisi negatif dari pidana penjara jangka pendek, baik secara Nasional dan
Internasional. Disisi lain, pentingnya pidana kerja sosial yang ideal bagi Negara
Indonesia sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Ini berbeda dengan
penelitian yang dilakukan penyusun yang terfokus kepada penerapan sanksi
Pidana Kerja Sosial dalam Teori Pemidanaan dan Magqasid Syariah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Khanif Wakhid Khamzah tahun 2012 di
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini berjudul “Studi Perbandingan
Pemidanaan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”. Skripsi
ini membahas tentang perbedaan dan persamaan sistem pemidanaan hukum Islam
dan pemidanaan hukum Indonesia yang memiliki sistem dan bentuk yang berbeda

bagi pelaku pidana. Tentu saja, skripsi ini hampir sama dengan apa yang penulis

9 Muhammad Fajar Septiano, Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara
Jangka Pendek, Jurnal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan , Universitas Brawijaya
Fakultas Hukum Malang . 2014.
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teliti, yaitu mengenai pidana dan perbandingannya. Namun, hal yang berbeda
adalah topik yang penulis teliti adalah adanya penerapan sanksi pidana
khususnya dalam pidana Kerja Sosial dalam Teori Pemidanaan dan AMagasid
Syariah*

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Dede Ngaraha Amir, tahun 2017 di
Universitas Gadjah Mada. Skripsi ini berjudul “ Studi Perbandingan Sanksi
Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka
Pendek di Belanda dan Inggris sebagai Upaya Pengembangan Sistem Pemidanaan
di Indonesia”. Isi dari skripsi ini adalah penjelasan tentang perbedaan dan
persamaan dalam peraturan dan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana kerja
sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek di
Belanda dan Inggris serta untuk mengetahui dan mengkaji konsep sanksi pidana
kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek
yang seharusnya diatur di Indonesia.®' Ini berbeda dengan penelitian yang
dilakukan penyusun yang terfokus kepada penerapan sanksi Pidana Kerja Sosial
dalam Teori Pemidanaan dan Magasid Syariah.

Setelah meninjau beberapa karya-karya terdahulu mengenai penerapan
sanksi Pidana Kerja Sosial dalam Teori Pemidanaan dan Magqasid Syariah,
penyusun menyimpulkan bahwa topik yang penyusun teliti belum pernah dibahas

sebelumnya. Beberapa karya ilmiah yang penyusun temui masih bersifat umum

20 Khanif Wakhid Khamzah, “Studi Perbandingan Pemidanaan Antara Hukum Pidana
Islam dan Hukum Pidana Indonesia” Skirpsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2012).

2! Virahadi Sa’ud Amrullah, “Perbandingan Antara Pasal 242 KUHP dan Hukum Islam
Berkaitan Dengan Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah,” Skripsi Universitas
Muhammadiyah Malang (2011), him. 24.
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ketika membahas permasalahan ini, dari pembaruan yang ditawarkan oleh
penyusun terkait pidana kerja sosial ialah adanya suatu Pemidanaan yang bersifat
modern di Indonesia, vonis tidak harus penjara. jika seorang masuk penjara, maka
akan menjadi beban negara, sekaligus menyediakan fasilitas yang jumlah nya
sangat besar. Sanksi kerja sosial jauh lebih bermanfaat dari pada pidana penjara.
peraturan hukum positif yang akan datang (/us constitutum) terutama peraturan
mengenai pemidanaan kerja sosial yang dapat dirumuskan secara lebih baik
dengan tujuan utama melindungi masyarakat dan merchabilitasi pelaku kejahatan.
Maka tawaran selanjutnya adanya perumusan secara tepat tentang pidana
kerja sosial sehingga dapat berlaku dengan efektif dan mencapai tujuannya secara
tepat dan lebih baik jika ada dimasukkan unsur norma hukum yang berdasarkan
hukum Islam.
E. Kerangka Teoretik
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang fokus, penyusun menggunakan dua
teori hukum dalam membahas penerapan sanksi Pidana Kerja Sosial dalam teori
pemianaan dan Magqasid Sariah. Dua teori hukum tersebut yaitu :
1. Teori Pemidanaan
Muladi, Bambang Poernomo, dan Van Bemmelen membagi teori-teori
tentang tujuan pemidanaan menjadi tiga kelompok yakni, teori absolut
(retributif), teori teleologis dan teori retributif-teleologis. Teori absolut

melihat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang
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telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada
terjadinya kejahatan tersebut.*
Teori teleologis melihat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan
atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang
bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan teori retributif-teleologis melihat adanya tujuan pemidanaan
bersifat plural, yaitu menggabungkan antara prinsip teleologis dan retributif
sebagai satu kesatuan yang mengandung karakter retributif sejauh tujuan
pemidanaan sebagai kritik moral dalam menjawab adanya tindakan yang
dianggap salah. Namun karakter teleologis melengkapinya dengan adanya
reformasi atau perubahan perilaku terpidana pada kemudian hari.*®
2. Teori Maqasid Syariah

Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap
sesama manusia. Manusia mempunyai posisi yang tinggi sebagai ciptaan Tuhan.
Oleh karena itu, manusia memiliki hak a/-Karamah dan al-Fadilah. Kedua hak ini
sesuai dengan misi Rasulullah yang menjadikan Islam sebagai agama Rahmatan
lil ‘alamin, di mana kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh manusia dan alam

semesta merupakan hal yang ditekankan.*

?2 Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan”,
Jurnal Mimbar Hukum. Vol.21. No. 01. 2001. him. 101.

2 bid.

24 Suparman Usman, Hukum Islam (Jakarta : Radar Jaya, 2001), him. 88.
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Realisasi dari misi tersebut ialah Magasid Syariah (lima prinsip dasar)
yang menjadi dasar filosofis hukum Islam. Lima prinsip dasar tersebut yaitu :
Hifz ad-din (hak untuk memelihara agama dan keyakinan), Hifz an-nafs wa ird
(jaminan atas setiap jiwaataunyawa manusia untuk hidup dan tumbuh dengan
layak), Hifz al-‘agl (kebebasan berpikir), Hifz an-nasl (jaminan atas setiap hak
privasi) dan Hifz mal (hak kepemilikan harta).” Oleh sebab itu, hukumannya
harus dipertimbangkan dan disesuaikan dengan Usul/ al-Khomsah sebagai tujuan

dari ditegakkannya hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode yang sesuai
dengan sifat dan jenis pembahasan juga objek penelitian, yang selengkapnya

diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian
pustaka (/ibrary research), yakni penelitian yang dilakukan dengan
menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan
masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan kajian

penelitan yang bersifat kualitatif.”®

% Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Jakarta : Rajawali Press,
2014), him. 128.

% p. Joko Subagio,Metode Penelitian dalam Teori dan Prkatek,(Jakarta: Rineka
Cipta.,1991),him. 109.
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2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian dalam penyusuan skripsi ini ialah penelitian
deskriptif analitik yakni, penyusun menggambarkan secara jelas dan
terperinci tentang penerapan sanksi Pidana Kerja Sosial dalam Teori

Pemidanaan dan Magqasid Syariah.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah pendekatan normatif yakni suatu peneletian yang dilakukan
dengan menggunakan dalil-dalil yang ada. Adapun analisis data
didekati dari norma-norma hukum, yaitu menganilisis penerapan
sanksi Pidana Kerja Sosial dari perspektif perbandingan menurut
Teori Pemidanaan dan Maqasid Syariah.
4. Teknik Pengumpulan Bahan
Penelitian ini merupakan penilitian kepustakaan, maka
dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber bahan
primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber bahan primer, yakni Pidana Kerja Sosial dijelaskan
dalam KUHP Tahun 2010 pasal 86.

b. Sumber bahan sekunder, yaitu buku-buku, tulisan maupun
karya ilmiah para sarjana dan teori-teori para ahli hukum
yang terkait dengan penelitian ini. Dapat disebutkan
misalnya Pengantar Penelitian Hukum oleh Suryono

Sukamto, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan
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Empiris oleh Mukti Fajar dan Hukum Pidana Islam,
selanjutnya Jurnal dari Muhammad Fajar Septiano dengan
judul “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana

Jangka Pendek’.

5. Analisis Data
Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah
analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan
mengurut data ke dalam pola, kategori menjadi satu uruaian dasar,
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis
kerja. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah deduktif dan

komparatif:

a. Deduktif, yaitu dengan mengurai data yang bersifat umum,
kemudian berjalan menuju kesimpulan yang bersifat
khusus. Metode ini digunakan dalam menjelaskan
penerapan sanksi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif
Teori Pemidanaan dan Magasid Syariah.

b. Komparatif, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan
jalan membandingkan untuk diketahui persamaan dan

perbedaannya.



16

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami
terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam
tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam
penyusunan skripsi ini akan disusun kedalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik, Teori pustaka,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan awal. Bab ini berisi kerangka teoritik
yang terdiri dari teori pemidanaan dan Maqasid Syariah. Keduanya dijelaskan
secara umum.

Bab ketiga, merupakan bagian yang menjelaskan Pidana Kerja Sosial dari
perspektif Hukum Islam. Untuk memberi gambaran umum, penyusun akan
menjelaskan mengenai macam-macam Jarimah 7Ta’zir, dan yang terakhir
membahas tentang Pidana Kerja Sosial dalam Islam secara umum.

Bab keempat, merupakan analisis perbandingan mengenai kesaksian palsu
dalam Perspektif teori pemidanaan dan teori Magasid Syariah atau yang disebut
Magqasid Syariah. Dalam analisis ini, nantinya yang ditekankan adalah persamaan
dan perbedaan masing-masing pandangan hukum dalam menilai hal tersebut.
Dari analisis ini nantinya akan terlihat apa saja kelebihan dan kekurangan yang

berdasarkan kedua teori tersebut.
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Bab kelima, merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisikan butir-
butir kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran-

saran yang dipandang perlu.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelaah ketentuan Pidana Kerja Sosial dalam perspektif teori
pemidanaan dan Magqasid Syariah, kemudian menganalisisnya dengan metode

perbandingan, penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut :

3. Ketentuan Pidana Kerja Sosial dalam perspektif teori pemidanaan dan
Magqasid Syariah. Adapun menurut teori pemidanaan, dalam pidana
kerja sosial terdapat nilai-nilai yang sangat penting, yaitu rehabilitasi,
reedukasi, dan resosialisasi. Rehabilitasi yang bertujuan untuk
memperbaiki diri terpidana agar tingkah lakunya kembali patuh
terhadap hukum. Selama menjalankan pidana, narapidana dibina dan
dibimbing dari sisi pembentukan sikap dan tingkah laku oleh petugas
kemasyarakatan atau lembaga khusus yang dibentuk pemerintah.
Reedukasi yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kembali
sebagai bentuk penyadaran agar terpidana sadar akan perbuatannya
dan kelak tidak mengulanginya. Reedukasi bisa memberikan hak
untuk terus berkembang dan berkreatifitas dan juga memberikan hak
bagi terpidana untuk berpartisipasi yang dapat membuat dirinya
merasa lebih berarti. Resosialisasi yang bertujuan untuk memulihkan
kualitas sosial dan moral terpidana agar dapat berintegrasi lagi di

masyarakat. Inilah salah satu keunggulan pidana kerja sosial, karena

74
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dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan yang mengakibatkan
adanya interaksi dengan masyarakat luar yang bertujuan untuk
mencegah adanya stigmatisasi dan prisonisasi terpidana, narapidana
dapat memperbaiki tingkah laku dengan fasilitas yang ada di
masyarakat.

Adapun Pidana kerja sosial dalam teori Maqasid Syariah terdapat dua
aspek Magqasid Syariah yang sangat relevan dengan sanksi pidana
kerja soial, yakni Memelihara Jiwa (hifzh al-nafs) dan Memelihara
Akal (hifzh al-‘agl). Dalam aspek memelihara jiwa (hifzh al-nafs),
sesuai dengan tujuan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana
perampasan kemerdekaan jangka pendek dan mampu menciptakan
rasa keadilan bagi pihak-pihak terkait perkara/kasus. Namun, dalam
aspek memelihara akal (Aifzh al-‘aql), penting untuk dilakukan oleh
semua manusia (khususnya terpidana) agar dapat dipergunakan
dengan maksimal dan dapat berfikir tentang Allah dan segala ciptaan-
Nya, hal ini sesuai dengan pidana kerja sosial, dengan tidak
terampasnya kemerdekaan khususnya kemerdekaan jangka pendek,
terpidana tidak akan merasakan pahitnya terkurung dalam penjara dan
terhindar dampak negatif lainnya yang bisa merusak akal dan moral
terpidana.

. Terdapat persamaan dan perbedaan teori pemidanaan dan Magqasid
Syariah mengenai ketentuan Pidana Kerja Sosial. Persamaannya ialah,

kedua teori tersebut membahas nilai dan tujuan yang sama. Dalam
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penerapan pidana kerja sosial, terdapat nilai-nilai yang sangat penting
dari teori pemidanaan, yakni rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi.
Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Magqasid Syariah,
yaitu memelihara jiwa, dan memelihara akal. Bertujuan untuk
memperbaiki diri terpidana, memberikan pendidikan kembali sebagai
bentuk penyadaran agar terpidana sadar akan perbuatannya dan kelak
tidak mengulanginya, dengan tujuan agar tingkah lakunya kembali
patuh terhadap hukum. Adapun perbedaanya terletak kepada Maqasid
Syariah yang tidak mengenal ada nya jangka waktu dalam
pemidanaan yang diatur dalam pidana kerja sosial. Seperti dijatuhkan
kepada para pelaku tindak pidana yang tidak terlalu berat, yang tidak
melebihi jangka waktu pidana 6 (enam) bulan, atau pidana denda yang
tidak lebih dari Kategori I. Pidana kerja sosial yang akan diterapkan di
Indonesia masih merupakan konsep dalam Draft RUU KUHP Tahun

2010.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang penyusun uraikan dalam skripsi ini, maka saran

yang diajukan adalah sebagai berikut:

1.

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, maka sebaiknya
RUU KUHP segera disahkan menjadi UU KUHP agar pidana kerja sosial
dapat diterapkan dan dilaksanakan. Karena dapat dicermati model

pelaksanaan pidana kerja sosial dalam ketentuan-ketentuan yang diatur
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dalam Draft RUU KUHP tersebut. Sebab, masih ada kekurangan yang
diatur dalam ketentuan tersebut, seperti pengaturan mengenai siapa yang
mengawasi narapidana di saat melakukan pekerjaan sosial dan tidak
adanya jaminan kesehatan serta badan yang menaungi sanksi tersebut
perlu untuk di sempurnakan.

Kepada lembaga pembuat dan penyusunan hukum pidana kerja sosial,
perlu adanya penyusunan dan penetapan aturan pelaksanaan pidana kerja
sosial atau hukum acaranya atau pedoman pelaksanaan pidananya.
Selanjutnya kepada pembuat kebijakan formulasi pidana kerja sosial
dalam RUU KUHP, sebaiknya memperhatikan pengalaman-pengalaman
dari beberapa negara yang telah menerapkan pidana kerja sosial, dan
memperhatikan kelemahan dan keberhasilan dari penerapan pidana kerja
sosial, sehingga dalam penerapannya kelak dapat meminimalisir kendala

dari penerapan pidana kerja sosial.
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